
BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 
NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

IKON BIDUK KAJANG PADA TUGU SELAMAT DATANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

a. bahwa Ikon merupakan simbol yang bermanfaat 
bagi masyarakat dan wisata, sehingga perlu dijaga 
kelestariannya secara terencana dan terpadu, 
sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dalam rangka pelestarian budaya di 
kabupaten, maka dipandang perlu menetapkan ikon 
biduk kajang pada tugu selamat datang di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

c. bahwa berdasrkan sertifikat Hak kekayaan intektual 
Nomor PT16202200103 telah mendapatkan 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia atas biduk kajang sebagai hak 
kekayaan intelektual komunal Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ikon 
Biduk Kajang pada Tugu Selamat Datang; 

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-U ndangan (Lem bar an Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5599); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan 
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas 
Desa ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1038); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 · 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 
547); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 
tentang Penegasan Batas Daerah ( Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuang Daerah ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 
Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas PEraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ogan Kornering Ilir Tahun 
2019-2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 2015); 

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

OGAN KOMERING ILIR 

Menetapkan 

dan 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG IKON BIDUK KAJANG 
PADA TUGU SELAMAT DATANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Kornering 

Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 
4. Ikon adalah simbol atau tanda yang memiliki ciri-ciri khas Kabupaten 

Ogan Komering Ilir. 
5. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik 

berupa batas alam maupun batas buatan. 
6. Tugu Batas adalah bangunan sebagai tanda batas. 
7. Tugu selamat datang adalah bangunan sebagai tanda masuk suatu 

wilayah atau kawasan tertentu di daerah. 
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang 

dipimpin oleh camat. 
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 

kecamatan. 
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10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten 
Ogan Komerin g Ilir. 

13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir. 

Bagian Kedua 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1) Maksud pembangunan tugu selamat datang ikon biduk kajang adalah 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa biduk kajang 
merupakan ikon ciri khas Kabupaten. 

(2) Pembangunan tugu selamat datang bertujuan sebagai tanda masuk / 
batas suatu wilayah atau kawasan tertentu di daerah baik antar desa, 
kecamatan atau kabupaten. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah: 
a .ikon Kabupaten; 
b.tugu selarnat datang; 
c. pemeliharaan;dan 
d.Pembiayaan. 

BAB III 
IKON KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 

Pasal 4 

(1) Ikon Kabupaten berupa biduk kajang. 
(2) Bentuk dan ukuran Ikon yang dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan 

lebih lanjut dengan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 
TUGU SELAMAT DATANG 

Pasal 5 

( 1) Tugu selamat datang dibangun dengan bentuk dan makna yang tetap 
menambahkan Ikon Kabupaten. 
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(2) Bentuk dan ukuran tugu selamat datang sebagaimana dimaksud ayat 
(1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
PEMELIHARAAN 

Pasal 6 

Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat 
melakukan pemeliharaan tugu selamat datang yang sesuai dengan 
tanggung jawab dan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Anggaran pembangunan tugu selamat datang bersumber ; 
a. APBD; 
b. APBDes; dan 
c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu1;1dangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering llir. 

Diundangkan di Kayuagung 
pada tanggal ~ Janua N 2024 

Ditetapkan di Kayuagung 
pada tanggal :l janvort 2024 
BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

M DJA-:r:!D~ 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 

~ cs.: ... ,.---

ASMAR WIJAYA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 
2024 NOMOR .!. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR .. l.1.- IYl../:LD:J.-3 


